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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Dasar Hukum Hakim Memeriksa dan Melaksanakan Proses Persidangan 

Tindak Pidana Pencurian secara Online di Pengadilan Negeri Semarang  

Sebelum masuk pada topik dasar hukum hakim dalam pemeriksaan dan 

pelaksanaan proses persidangan tindak pidana pencurian secara online di 

Pengadilan Negeri Semarang, Penulis memberikan gambaran umum mengenai 

Pengadilan Negeri Semarang, yakni sebagai salah satu lembaga pelaksana 

kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum di Kota Semarang.  

Pengadilan Negeri Semarang memiliki visi dan misi, yang mana visinya 

mengutamakan pelayanan publik di bidang pelayanan hukum dan keadilan yang 

berintegritas dalam rangka menuju akreditas. Sehubungan dengan visi yang 

dimiliki oleh Pengadilan Negeri Semarang, misi dari Pengadilan Negeri 

Semarang mengoptimalkan pelayanan publik di bidang penegakan hukum dan 

keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang. 

Tugas pokok Pengadilan Negeri Semarang adalah sebagai berikut: 

1. Mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sesuai 

dengan Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 

2. Menyelenggarakan Administrasi Perkara dan Administrasi Umum lainnya.  

Pengadilan Negeri Semarang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan 

Tinggi Jawa Tengah, yang memiliki luas wilayah kurang lebih 371,52 km yang 
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mana terdiri dari 16 (enam belas) kecamatan dan 177 (seratus tujuh puluh tujuh) 

kelurahan31.  

Pengadilan Negeri Semarang tidak hanya berfungsi sebagai peradilan 

umum yang menangani perkara perdata dan pidana tetapi juga memiliki 

pengadilan-pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan peradilan umum. 

Mengenai hal tersebut dimungkinkan karena dilandaskan pada Undang-Undang 

No. 4 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 48 

tahun 200 tentang Kekuasaan Kehakiman: “Pengadilan khusus hanya dapat 

dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan”32.  

Di Pengadilan Negeri Semarang terdapat pengadilan khusus, yakni 

Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Tipikor. 

Setiap pengadilan khusus memiliki kompetensi absolut dan relatif untuk 

mengadili perkara berdasarkan Undang-undang yang membentuknya. 

Pengadilan-pengadilan khusus pada Pengadilan Negeri Semarang memiliki 

wilayah hukum sebagai berikut: 

1. Pengadilan Negeri Semarang; Propinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa 

Yogyakarta. 

2. Pengadilan Hubungan Industrial; Provinsi Jawa Tengah dan Daerah 

Istimewa Yogyakarta. 

                                                             
31 Lihat  www.pn-semarangkota.go.id  
32 Undang-Undang Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. 

http://www.pn-semarangkota.go.id/
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Pengadilan Negeri Semarang memiliki fasilitas gedung utama yang terletak 

di jalan Siliwangi No. 512 Semarang, berdiri di atas lahan seluas 4.000 m2. 

Terdapat 6 (enam) ruang sidang di gedung ini yang dapat digunakan untuk 

menyidangkan perkara-perkara pidana, perdata, niaga dan perkara-perkara pidana 

yang melibatkan anak.  

Jam kerja di Pengadilan Negeri Semarang adalah; Buka dari hari Senin 

hingga Jumat. Setiap Senin hingga kamis pukul 08.15-15.00 WIB dengan jam 

istirahat di pukul 12.00-13.00 WIB. Hari Jumat pukul 08.15-15.00 dengan jam 

istirahat di pukul 11.30-13.00 WIB.  

Gambar 3.1 

Struktur Organisasi di dalam Pengadilan Negeri Semarang 

 

 

Sumber: Pengadilan Negeri Semarang 

Terkait dengan dasar hukum hakim dalam memeriksa dan melaksanakan 

proses persidangan bapak Hakim Yogi Arsono perwakilan hakim Pengadilan 
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Negeri Semarang yang ditunjuk Ketua Pengadilan Negeri Semarang menjadi 

narasumber penelitian lapangan Penulis di Pengadilan Negeri Semarang, 

menjelaskan lebih detail mengenai persidangan yang perlu diketahui oleh 

Penulis, beliau menyatakan: 

“Seluruh persidangan harus berlandaskan pada asas praduga tidak bersalah, 

yang mana asas tersebut berisi hak-hak terdakwa yang harus dipenuhi 

dalam persidangan seperti hak pemeriksaan surat cepat, hak didampingi 

penasehat hukum, hak untuk mendapatkan salinan surat putusan cepat, 

eksekusinya supaya cepat, dan hak-hak terdakwa tersebut diatur dalam 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)”33. 

 

Merujuk pada pendapat narasumber, pada hakikatnya persidangan itu 

terbuka untuk umum, hal ini sesuai dalam ketentuan Pasal 64 Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana yang disebutkan bahwa terdakwa berhak untuk 

diadili di sidang pengadilan yang dibuka untuk umum34. Beliau menambahkan 

pernyataanya mengenai persidangan yang terbuka untuk umum ini, yakni sebagai 

berikut:  

“Mengenai persidangan yang terbuka untuk umum ini dalam persidangan 

terdakwa dihadirkan ke pengadilan untuk melakukan persidangan oleh 

Penuntut Umum atas perintah Majelis Hakim yang kemudian diperiksa, 

diadili dan mengupayakan hak untuk pembelanya dan dapat dihadiri oleh 

pihak lain, dengan kata lain siapapun dapat menghadiri dan melihat proses 

persidangan ini”35. 

Proses persidangan elektronik (online) diupayakan karena adanya keadaan 

yang mendesak atau terjadinya suatu bencana alam (force majeure), dalam masa 

                                                             
33 Wawancara dengan Nasarumber Penelitian Yogi Arsono hakim di Pengadilan Negeri Semarang 

pada tanggal 28 Januari 2021. 
34  Lihat isi Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 
35 Wawancara dengan Narasumber Penelitian Yogi Arsono hakim di Pengadilan Negeri Semarang 

pada tanggal 28 Januari 2021. 
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ini kaitannya dengan pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan untuk 

mencegah rantai penularannya di lingkungan pengadilan.  

Persidangan sesungguhnya dapat ditunda dalam untuk waktu tertentu, 

namun khusus kaitannya dalam perkara pidana, pemeriksaan terdakwa terikat 

oleh masa penahanan. Walaupun dapat diperpanjang, namun terdakwa juga 

memiliki hak atas proses pemeriksaan cepat, dan hak didampingi oleh penasehat 

hukum. Saat terdakwa didampingi oleh penasehat hukum, maka ia akan 

menuntut proses pemeriksaan dilakukan secara cepat. Hal tersebut merupakan 

hak yang dimiliki oleh terdakwa sesuai dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang 

nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman36. Solusi adanya keadaan 

mendesak ini, maka pengadilan melaksanakan proses persidangan yang cepat, 

dengan dilakukan secara elektronik (online). 

Salus Populi Suprema Lex Esto yang artinya keselamatan rakyat adalah 

hukum tertinggi (Cicero). Adagium tersebut sangat tepat jika dikaitkan sebagai 

dasar dalam mengambil suatu kebijakan di tengah wabah Covid-19, sebab hukum 

yang akan diterapkan harus benar-benar melindungi rakyat37. Sebagai respon 

lembaga hukum dalam situasi ini dan untuk menjamin terlindunginya aparatur 

negara dalam hal ini aparatur peradilan (hakim, penuntut umum, aparat 

kepolisian dan aparat pembantu kehakiman lainnya), penasehat hukum, dan 

                                                             
36  Lihat dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman. 
37  Wahyu Iswantoro, 2020, “Persidangan Pidana Secara Online, Respon Cepat MA Hadapi Pandemi 

Covid-19”, Jurnal Selisik, Vol. 6, Nomor 1 Juni 2020, hlm. 60. 
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terdakwa yang sedang berhadapan dengan hukum, Mahkamah Agung 

memberikan responnya dengan Mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung 

Nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa 

Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan 

Peradilan di Bawahnya38.  

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman 

Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 di 

Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya ini mengatur 

tentang tata cara kerja hakim dan aparatur peradilan yang lain yang mana 

menetapkan Work from Home secara bergantian, dan diatur juga langkah hakim 

untuk menangani perkara pidana.  

Seiring waktu peraturan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 

Tahun 2020 tersebut mengalami perubahan yakni pada Surat Edaran Mahkamah 

Agung Nomor 6 tahun 2020 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Mahkamah 

Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya Dalam Tatanan Normal 

Baru (New Normal) yang diberlakukan sejak 5 Juni 2020, yang mana isi dari 

Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan 

                                                             
38  Lihat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman Pelaksanaan 

Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Mahkamah Agung dan 

Badan Peradilan di Bawahnya. 
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persidangan sesuai tatanan normal baru agar diarahkan untuk diberlakukan secara 

elektronik atau daring (online)39.  

Sebagai bentuk upaya Mahkamah Agung dalam pencegahan penularan 

Covid-19, dan sebagai bentuk mengisi kekosongan hukum yang mewadahi 

pelaksanaan sidang secara daring atau elektronik, maka Mahkamah Agung 

membentuk kelompok kerja, Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana 

secara Elektronik melalui SK KMA No. 108/KMA/SK/IV/2020 pada tanggal 29 

April 2020 yang bertugas diantaranya untuk: (1) melakukan pemetaan dan 

analisis kebutuhan dalam rangka menyusun administrasi dan persidangan perkara 

pidana di pengadilan secara elektronik; dan (2) merancang administrasi dan 

persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik. Selanjutnya, Ketua 

Pokja Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik pada 

tanggal 13 Mei 2020 membentuk Tim Kecil Penyusunan Regulasi Administrasi 

dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik melalui SK No. 

01/POKJA-EPID/SK/V/2020. Tim Kecil bertugas merumuskan peraturan 

Mahkamah Agung mengenai persidangan pidana secara elektronik40.   

Upaya selanjutnya dari Mahkamah Agung yakni pada tanggal 25 

September 2020 mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tentang 

Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana secara Elektronik yang ditanda- 

                                                             
39  Lihat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2020 tentang Sistem Kerja di Lingkungan 

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya Dalam Tatanan Normal Baru.  
40  Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan, 10 Desember 2020, “Infografis PERMA 

Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Pidana Secara Elektronik”, diakses 

tanggal 4 Februari 2020, https://leip.or.id/  

https://leip.or.id/
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tangani oleh Ketua Mahkamah Agung, dengan pertimbangan Peraturan 

Mahkamah Agung ini ditujukan untuk membantu para pencari keadilan dalam 

mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mewujudkan peradilan 

sederhana, cepat, dan biaya ringan; dan dengan harapan penyelesaian perkara 

yang terkendala keadaan tertentu (termasuk pandemi COVID-19) membutuhkan 

penyelesaian secara cepat dengan tetap menghormati hak asasi manusia41. 

Sehubungan dengan Peraturan Mahkamah Agung, menurut Bapak Yogi Arsono,  

“Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi 

dan Persidangan Perkara Pidana secara Online yang diterbitkan itu adalah 

pedoman bagi kami aparatur peradilan yang dalam beracara di persidangan, 

dan harus dipatuhi oleh lembaga peradilan yang berada di bawah ruang 

lingkup Mahkamah Agung, dalam melaksanakan persidangan secara 

elektronik, khususnya di Pengadilan Negeri Semarang”42. 

 

Merujuk pada pernyataan di atas, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 

Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana secara Online 

adalah pedoman utama bagi instansi peradilan dibawah Mahkamah Agung untuk 

pelaksanaan persidangan secara daring (online). PERMA ini diterbitkan untuk 

memudahkan para pencari keadilan untuk memperjuangkan hak-hak mereka 

dimasa pandemi COVID-19.   

Dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2020 ini diatur dalam Pasal 1 angka 16 

tentang pengertian keadaan tertentu yang mengakibatkan persidangan harus 

                                                             
41  Lihat bagian “Menimbang” huruf “c” Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2020 tentang 

Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana secara Elektronik. 
42 Wawancara dengan Narasumber Penelitian Bp. Yogi Arsono, Hakim di Pengadilan Negeri 

Semarang pada tanggal 28 Januari 2021. 
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dilaksanakan secara online, yang secara lengkap bunyinya adalah sebagai 

berikut:  

Keadaan Tertentu adalah keadaan yang tidak memungkinkan proses 

pelimpahan perkara, pengadministrasian perkara maupun persidangan 

dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur dalam 

Hukum Acara karena Jarak, bencana alam, wabah penyakit, keadaan lain 

yang ditentukan oleh pemerintah sebagai keadaan darurat, atau keadaan 

lain yang menurut Majelis Hakim dengan penetapan perlu melakukan 

Persidangan secara Elektronik. 

 

Dalam Pasal 1 angkat 14 PERMA Nomor 4 Tahun 2020 juga dijelaskan 

bahwa: 

Persidangan  secara  Elektronik   adalah   serangkaian proses memeriksa, 

mengadili, dan memutus perkara Terdakwa oleh Pengadilan yang 

dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi,  

audio visual dan sarana elektronik lainnya. 

 

Adapun dalam Pasal 1 angka 15 PERMA Nomor 4 Tahun 2020 dijelaskan 

pula bahwa: 

Mengadili adalah serangkaian tindakan Hakim untuk menenma, 

memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, 

dan tidak memihak di sidang Pengadilan dalam hal dan menurut cara yang 

diatur dalam undang-undang dan secara elektronik. 

 

Berdasarkan isi pasal tersebut maka persidangan secara elektronik adalah 

proses persidangan yang dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan 

bantuan teknologi informasi dan dengan bantuan alat berupa perangkat 

komputer yang memiliki sarana audio visual. Mengenai hal ini djelaskan oleh 

narasumber bahwa: 

“Dasar hukum pemeriksaan perkara di pengadilan sesungguhnya adalah 

KUHAP dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait misalnya 
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Undang-Undang Kekuasaan kehakiman. Namun mengingat kondisi 

Covid-19 ini, maka mau tidak mau Mahkamah Agung harus 

mengeluarkan peraturan yang sifatnya darurat. Hal ini untuk mencegah 

penularan dan penyebaran virus Corona. Adapun dasar hukum beracara, 

sama dengan persidangan biasa yakni tunduk pada hukum acara pidana 

yang berlaku, hanya caranya yang dilaksanakan secara online melalui 

video-conference. Asas yang menjadi dasar pemeriksaan adalah asas salus 

populi suprema lex esto, artinya pemeriksaan ini dilaksanakan untuk 

menjunjung keselamatan hakim, jaksa dan juga terdakwa43”. 

 

Dalam Pasal 2 ayat (2) PERMA No. 2 Tahun 2020 ini telah pula 

ditentukan bahwa dalam Keadaan Tertentu, baik sejak awal persidangan perkara 

maupun pada  saat persidangan perkara sedang berlangsung, Hakim/Majelis 

Hakim karena jabatannya atau atas permintaan dari Penuntut dan/atau 

Terdakwa atau Penasihat Hukum dapat menetapkan persidangan yang 

dilakukan secara elektronik dengan cara sebagai berikut: 

a. Hakim/Majelis Hakim, Panitera/Panitera Pengganti, dan Penuntut bersidang 

di ruang sidang Pengadilan, sementara Terdakwa mengikuti sidang dari 

Rutan tempat Terdakwa ditahan dengan didampingi/tanpa didampingi 

Penasihat  Hukum; 

b. Hakim/Majelis Hakim, Panitera/Panitera Pengganti bersidang di ruang 

sidang Pengadilan, sementara Penuntut mengikuti  sidang  dari  kantor  

Penuntut, dan Terdakwa dengan didampingi/tanpa didampingi Penasihat     

Hukum mengikuti  sidang dari Rutan/Lapas tempat Terdakwa ditahan; 

c. Dalam hal tempat Terdakwa ditahan tidak memiliki fasilitas khusus untuk 

                                                             
43 Wawancara dengan Narasumber Penelitian Bp. Yogi Arsono, Hakim di Pengadilan Negeri 

Semarang pada tanggal 28 Januari 2021. 
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mengikuti sidang secara elektronik, Terdakwa dengan didampingi/tidak 

didampingi Penasihat Hukum mengikuti sidang dari kantor Penuntut;  atau 

d. Terdakwa yang tidak ditahan dapat  mengikuti sidang di ruang sidang 

Pengadilan atau dari kantor Penuntut dengan didampingi/tidak didampingi 

oleh Penasihat Hukum atau tempat lain di dalam atau di luar daerah hukum 

Pengadilan yang Mengadili dan disetujui oleh Hakim/Majelis Hakim dengan 

penetapan. 

Mengenai tata cara bersidang, berdasarkan wawancara dengan 

narasumber Hakim Pengadilan Negeri Semarang: 

“PERMA ini juga telah mengatur mengenai tata cara bersidang dimana 

apabila sidang dilaksanakan dengan cara online, maka semua Peserta 

Sidang harus terlihat di layar monitor dengan terang dan suara yang jelas. 

Panitera/ panitera pengganti melaporkan kesiapan persidangan dan 

memastikan koneksi dan sebelum sidang dimulai, ia harus melaporkannya 

kepada Hakim. Dalam persidangan, baik hakim, panitera atau Panitera 

Pengganti, penuntut Umum dan Penasihat Hukum juga harus 

menggunakan atribut lengkap. Jadi sama prinsipnya seperti sidang biasa, 

jika persidangan dilaksanakan secara luring44”. 

 

Berdasarkan hasil penelitian, jelas bahwa sebenarnya pemeriksaan 

perkara pidana secara online ini prinsipnya sama dengan pemeriksaan perkara 

apabila dilaksanakan di luar jaringan. Dikarenakan adanya Pandemi Covid-19, 

maka berdasarkan asas solus populi suprema lex esto, maka sebagai dasar 

hukum pemeriksaan perkara pidana, termasuk perkara atau tindak pidana 

pencurian adalah PERMA No. 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan 

                                                             
44 Wawancara dengan Narasumber Penelitian Bp. Yogi Arsono, Hakim di Pengadilan Negeri 

Semarang pada tanggal 28 Januari 2021. 
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Persidangan Perkara Pidana secara Online. PERMA ini adalah pedoman utama 

bagi instansi peradilan dibawah Mahkamah Agung untuk pelaksanaan 

persidangan secara daring (online) 

B. Proses Pembuktian Tindak Pidana Pencurian yang Dilaksanakan Melalui 

Persidangan secara Online di Pengadilan Negeri Semarang 

Saat penelitian dilaksanakan, hanya terdapat 1 (satu) kasus atau perkara 

tindak pidana pencurian yang persidangannya dilaksanakan secara online di 

Pengadilan Negeri Semarang. Perkara tersebut telah diputus dengan Putusan No. 

192/Pid.B/2020/PN Smg. Putusan No. 192/Pid.B/2020/PN Smg ini memutus 

perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Yayan Widi Harjono bin 

Soekaryono seperti yang diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP) tentang pencurian. Adapun JPU menyusun tuntutan secara 

berlapis dengan dakwaan subsidair, dimana dakwaan primernya adalah pasal 365 

ayat (1) KUHP dan dakwaqan subsidair-nya adalah Pasal 362 KUHP. 

Berikut adalah gambaran umum kasus tindak pidana pencurian yang telah 

diperiksa dan diputus di Pengadilan Negeri Semarang dengan Putusan No. 

192/Pid.B/2020/PN Smg: 

1. Identitas Pelaku: 

Nama lengkap  : Yayan Widi Harjono Bin Soekaryono; 

Tempat lahir  : Semarang; 

Umur/Tanggal lahir : 50/2 November 1969; 
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Jenis kelamin  : Laki-laki; 

Kebangsaan  : Indonesia; 

Tempat tinggal : Jl. Delta Mas IV No. 92 RT 004 RW 004, 

Kelurahan Kuningan, Kecamatan Semarang Utara 

Kota Semarang. 

Agama   : Islam; 

Pekerjaan  : Swasta 

 

2. Kasus Posisi  

Pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019, sekitar pukul 07.30 

WIB terdakwa berangkat dari rumahnya dengan menggunakan 1 (satu) 

unit sepeda motor Merk Honda Blade Repsol warna orange No. Pol. H-

2160-PM milik terdakwa dengan tujuan mencari sasaran atau target barang 

yang akan diambil, dan kemudian terdakwa berputar-putar dengan 

menggunakan sepeda motor, namun karena tidak menemukan sasaran, lalu 

sekitar jam 08.30 WIB terdakwa melintasi jalan Prembean dan saat itu 

terdakwa melihat sasaran yaitu saksi korban M. Suprihartini Binti Tamsir 

yang sedang berjalan kaki seorang diri dan menggunakan kalung emas di 

lehernya sehingga terdakwa membuntuti saksi korban yang berjalan dari 

arah pasar Prambean menuju ke arah rumahnya di Sekayu Baru No. 10 RT 

008 RW 001 Kelurahan Sekayu, Kecamatan Semarang Tengah, Kota 
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Semarang. 

Keadaan saat terdakwa berada di Jalan Prambean itu sedang sepi, 

kemudian terdakwa dengan mengendarai sepeda motor mendekati saksi 

korban dari arah belakang lalu terdakwa menarik kalung emas seberat 7, 

030 Gram milik saksi korban secara paksa hingga kalung saksi korban 

putus kemudian terdakwa melarikan diri dengan membawa kalung emas 

milik saksi korban tersebut. 

Kemudian pada hari Jumat Tanggal 27 Desember 2019 sekira pukul 

09.00 WIB setelah mendapat hasil curian tersebut, lalu terdakwa menjual 

hasil curian tersebut yakni 1 (satu) buah kalung emas seberat 7,030 Gram 

milik saksi korban tersebut di Jalan Kanjengan Pasar Johar Semarang 

kepada seorang perempuan yang tidak dikenal terdakwa seharga Rp. 

3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), dan uang tersebut terdakwa 

gunakan untuk keperluan sehari-hari. 

Pada hari Rabu Tanggal 22 Januari 2020 terdakwa ditangkap pihak 

kepolisian saat sedang tidur di rumah terdakwa Delta Mas IV No. 92 RT 

004 RW 004 Kelurahan Kuningan Kecamatan Semarang Utara Kota 

Semarang dan saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 

1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna Orange No. Pol-2160-PM, 

Sisa Uang tunai Penjualan Kalung milik saksi korban sebesar Rp. 

500.000,00. (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah jaket jumper warna abu-
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abu, 1(satu) buah kaos oblong merah dan 1 (satu) buah helm warna hitam, 

selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan oleh pihak     

kepolisian. 

3. Dakwaan Penuntut Umum 

Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut umum kepada terdakwa Yayan 

Widi Harjono Bin Soekaryono dalam Putusan Nomor 192/Pid.B/2020/PN 

Smg sebagai berikut:  

Terdakwa Yayan Widi Harjono Bin Soekaryono pada hari Kamis 

tanggal 26 Desember 2019, sekira pukul 08.30 WIB atau setidak-tidaknya 

pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2019, bertempat di jalan 

Prembaen Kelurahan Kembangsari Kecamatan Semarang Tengah Kota 

Semarang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk 

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang 

memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang 

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk 

dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan 

kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk 

mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap 

tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau 

untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yaitu barang berupa 1 (satu) buah 
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kalung emas (santa kait per) seberat 7,030 Gram milik saksi korban M. 

Suprihartini Binti Tamsir. 

Terdakwa Yayan Widi Harjono Bin Soekaryono didakwa karena 

perbuatannya oleh penuntut umum dengan dakwaan sebagai berikut:  

a. Dakwaan Primer 

Perbuatan terdakwa Yayan Widi Harjono Bin Soekaryono diatur 

dan diancam sesuai dengan aturan dalam pasal 365 ayat (1) KUHP; 

atau 

b. Dakwaan Subsidair 

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP 

4. Tuntutan  

Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut umum terhadap terdakwa Yayan 

Widi Harjono Bin Soekaryono dalam Putusan Nomor 192/Pid.B/2020/PN 

Smg adalah sebagai berikut45: 

1. Menyatakan terdakwa Yayan Widi Harjono Bin Soekaryono 

(Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian 

yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan” 

sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 365 Ayat 

(1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut 

Umum. 

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yayan Widi Harjono 

                                                             
45 Lihat Putusan Nomor 192/Pid.B/2020/PN Smg Bagian Tuntutan Penuntut Umum  
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Bin Soekaryono (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) 

tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan 

perintah terdakwa tetap ditahan. 

3. Menyatakan barang bukti berupa: 

a. Uang tunai sisa hasil penjualan kalung sejumlah Rp. 

500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar nota 

pembelian 1 (satu) kalung emas (santa kait per) 7,030 gram, 

tertanggal 07 Agustus 2019, dari Toko Mas Gajah Jl. KH. 

Wahid Hasyim 40-54 Semarang dikembalikan kepada Saksi 

Korban M. Suprihartini Binti Tamsir (Alm). 

b. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) merk Honda 

Blade nopol H-2160-PM, warna Orange beserta kunci 

kendaraan, 1 (satu) buah jaket jumper warna abu-abu, 1 

(satu) buah kaos oblong warna merah dan 1 (satu) buah 

helm warna hitam dikembalikan kepada Terdakwa Yayan 

Widi Harjono Bin Soekaryono (Alm) 

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya 

perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).  

5. Putusan 



50 

 

Putusan hakim pada Putusan No. 192/Pid.B/2020/PN Smg adalah 

sebagai berikut46: 

1. Menyatakan Terdakwa Yayan Widi Harjono Bin Soekaryono tidak 

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana 

sebagai dakwaan Primair; 

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair; 

3. Menyatakan Terdakwa Yayan Widi Harjono Bin Soekaryono, 

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 

tindak pidana; “Pencurian” 

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yayan Widi Harjono Bin 

Soekaryono (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 

dan 6 (enam) bulan; 

5. Menetapkan agar lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan 

seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah 

dijalani oleh Terdakwa; 

6. Menetapkan agar Terdakwa berada dalam tahanan; 

7. Menyatakan barang bukti berupa: 

a. Uang tunai sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah); 

b. 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) kalung emas 

(santa kait per) 7,030 gram, tertanggal 07 Agustus 2019, 

                                                             
46 Lihat Putusan Nomor 192/Pid.B/2020/PN Smg Bagian Putusan Hakim 
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dari Toko Mas Gajah Jl. KH. Wahid Hasyim 40-54 

Semarang dikembalikan kepada saksi 

M. Suprihartini Binti Tamsir, sedangkan : 

c. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) merk 

Honda Blade Nopol H-2160-PM, warna orange beserta 

kunci kontaknya; 

d. 1 (satu) buah jaket jumper warna abu-abu ; 

e. 1 (satu) buah kaos oblong warna merah dan 

f. 1 (satu) buah helm warna hitam dikembalikan kepada 

Terdakwa Yayan Widi Harjono Bin Soekaryono; 

8. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara 

sebesar Rp. 3.000,00. (tiga ribu rupiah)  

Dasar hukum hakim dalam mengadili perkara tersebut diatas menimbang 

berbagai unsur-unsur tindak pidana yang terdapat pada pembuktian di dalam 

persidangan yang dilaksanakan secara online. Menurut hakim Yogi Arsono, 

perwakilan hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang 

menjadi narasumber dalam Penulis melakukan penelitian lapangan, berdasarkan 

keterangan hasil wawancara dengan hakim mengenai dasar pertimbangan hakim 

dalam memeriksa dan melaksanakan proses persidangan pembuktian tindak 

pidana pencurian secara online di Pengadilan Negeri Semarang, beliau 

menyatakan sebagai berikut:  
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“Dalam pembuktian tindak pidana, yang membuktikan kesalahan terdakwa 

adalah penuntut umum, hakim hanya menilai terpenuhi tidaknya dakwaan 

penuntut umum melalui bukti-bukti yang diajukan oleh penuntut umum, 

terpenuhi tidaknya dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum tadi harus 

didukung oleh sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah dalam 

persidangan. Jika tidak ditemui alat bukti atau lemahnya alat bukti yang 

diajukan maka terdakwa bebas dari segala dakwaan. Karena persidangan 

dilakukan secara online, maka pembuktian, dalam hal ini pemeriksaan 

saksi-saksi dan alat bukti lain, juga dilaksanakan secara online”47. 

 

Sehubungan dengan pendapat dari hakim tersebut, maka Jaksa 

membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang melanggar pasal 362 Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana yakni tentang pencurian dilakukan terdakwa 

pada Putusan Nomor 192/Pid.B/2020/PN Smg yang menjadi dasar hakim dalam 

mengadili perkara tersebut. Maka berikut adalah unsur-unsur pasal 362 Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana; 

1. Unsur barang siapa; 

Maksud dari unsur barang siapa dalam hukum pidana adalah seseorang 

atau beberapa orang dengan identitas yang diuraikan dalam surat 

dakwaan dan diajukan ke persidangan, yang dalam Putusan Nomor 

192/Pid.B/2020/PN Smg adalah terdakwa Yayan Widi Harjono Bin 

Soekaryono. 

2. Unsur mengambil sesuatu barang, kepunyaan orang lain, dengan 

maksud untuk dimiliki; unsur dalam pasal ini, barang adalah sesuatu 

benda yang memiliki nilai ekonomis, kepunyaan orang lain, adalah hak 

                                                             
47 Wawancara dengan Narasumber Penelitian Bp. Yogi Arsono, Hakim di Pengadilan Negeri 

Semarang Pada tanggal 28 Januari 2021. 
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milik dari orang lain, dengan maksud untuk dimiliki adalah tindakan 

tersebut bukan karena kelalaian melainkan perbuatan tersebut 

dilakukan dengan tujuan yang disadarinya, dalam hal ini adalah barang 

bukti dan keterangan saksi yang termuat dalam Putusan Nomor 

192/Pid.B/2020/PN Smg.  

3. Yang dilakukan secara melawan hukum; 

Unsur dilakukan secara melawan hukum adalah perbuatan yang 

bertentangan dengan hak subjek orang lain, dalam hal ini adalah 

keterangan dari saksi dan saksi korban serta pengakuan keterangan 

terdakwa yang termuat dalam Putusan Nomor 192/Pid.B/2020/PN 

Smg. 

Proses pembuktian tindak pidana pencurian yang dilaksanakan melalui 

persidangan secara online di Pengadilan Negeri Semarang yakni sesuai dengan 

pedoman Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 4 tahun 2020 tentang 

Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana secara Elektronik. Dalam hal ini  

kehadiran para peserta sidang dan proses persidangan secara online sesuai  dalam 

Pasal 2  dan Pasal 3  Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2020 tentang 

Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana secara Elektronik. 

Dalam proses pembuktian ini peserta persidangan melakukan sidang secara 

elektronik baik dari proses pembacaan dakwaan, proses pemeriksaan 

(pembuktian), pemeriksaan saksi dan atau ahli, pemeriksaan terdakwa, proses 
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penuntutan, pembelaan (pledoi), replik, duplik, dan putusan dari majelis hakim. 

Saat proses pembuktian berupa pemeriksaan saksi-saksi hadir secara langsung ke 

Pengadilan dengan memperhatikan protokol kesehatan (mencuci tangan, 

menggunakan masker dan menjaga jarak), sedangkan pemeriksaan terdakwa 

dilakukan di rutan secara daring melalui teleconference, dimana sarana prasarana 

dipersiapkan oleh pihak rutan tersebut.   

Berikut penjelasan melalui ilustrasi gambar dari Pasal 2 dan Pasal 3 

Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 202048: 

Gambar 3.2  

Sidang Perkara Pidana secara Online 

 

                                                             
48   Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan, 10 Desember 2020, “Infografis PERMA 

Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Pidana Secara Elektronik”, gambar  

Kehadiran Para Peserta Sidang, diakses tanggal 23 Februari 2021, https://leip.or.id/.  
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Mengacu pada gambar kehadiran para peserta sidang dan proses 

persidangan, maka penjelasannya sesuai dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan 

Perkara Pidana secara Elektronik adalah sebagai berikut49: 

Pasal 2 

PERMA No. 4 Tahun 2020 

Pasal 3 

PERMA No. 4 Tahun 2020 

(1) Persidangan dilaksanakan di 

ruangan sidang pengadilan dengan 

dihadiri Penuntut dan Terdakwa 

dengan didampingi/tidak 

didampingi oleh penasehat hukum, 

kecuali ditentukan lain berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

(1) Setiap Dokumen Elektronik yang 

disampaikan oleh Penuntut, 

Penasehat Hukum, dan Terdakwa 

harus berbentuk portable 

document format (PDF). 

 

(2) Dalam keadaan tertentu, baik sejak 

awal persidangan perkara sedang 

berlangsung, Hakim/majelis hakim 

karena jabatannya atau atas 

permintaan dari Penuntut dan/atau 

Terdakwa atau Penasehat hukum 

dapat menetapkan persidangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) maupun secara elektronik 

dengan cara sebagai berikut:  

a. Hakim /Majelis hakim, 

Panitera/Panitera Pengganti, dan 

Penuntut bersidang di ruang 

sidang Pengadilan, sementara 

Terdakwa mengikuti sidang dari 

Rutan tempat Terdakwa ditahan 

dengan didampingi/tanpa 

(2) Dalam proses persidangan, 

dokumen keberatan/eksepsi, 

tanggapan, tuntutan, pembelaan, 

replik, dan duplik harus dikirim 

ke alamat pos-el Pengadilan yang 

menyidangkan perkara sebelum 

dibacakan. 

 

                                                             
49  Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan 

Persidangan Perkara Pidana secara Elektronik. 
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didampingi Penasehat Hukum; 

b. Hakim/Majelis hakim, 

Panitera/Panitera Pengganti 

bersidang di ruang sidang 

Pengadilan, sementara Penuntut 

mengikuti sidang dari kantor 

Penuntut, dan Terdakwa dengan 

didampingi/tanpa didampingi 

Penasehat Hukum mengikuti 

sidang dari Rutan /Lapas tempat 

Terdakwa ditahan; 

c. dalam hal tempat Terdakwa 

ditahan tidak memiliki fasilitas 

khusus untuk mengikuti sidang 

secara elektronik, Terdakwa 

dengan didampingi/tidak 

didampingi Penasehat Hukum 

mengikuti sidang dari Kantor 

Penuntut; atau 

d. Terdakwa yang tidak ditahan 

dapat mengikuti sidang di ruang 

sidang Pengadilan atau dari 

kantor Penuntut dengan 

didampingi/tidak didampingi 

oleh Penasehat Hukum atau 

tempat lain di dalam luar daerah 

hukum Pengadilan yang 

mengadili dan disetujui oleh 

Hakim/Majelis Hakim dengan 

penetapan 

(3) Apabila sidang dilaksanakan 

dengan cara dimaksud pada ayat 

(2), semua Peserta Sidang Harus 

terlihat dilayar monitor dengan 

terang dan suara yang jelas. 

(3) Setiap Dokumen Elektronik yang 

dikirim, harus diunduh dan 

diverifikasi antara yang dibacakan 

dengan yang di unduh. 

(4) Panitera/panitera pengganti 

melaporkan kesiapan persidangan 

dan memastikan terkoneksinya 

dengan Peserta sidang kepada 

(4) Sesaat setelah keberatan/eksepsi, 

tanggapan, tuntutan, pembelaan, 

replik, dan duplik dibacakan, 

Pengadilan meneruskan Dokumen 
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Hakim/Majelis Hakim. Elektronik tersebut ke alamat pos-

el Penuntut/Terdakwa dan/atau ke 

alamat pos-el Penasehat Hukum.       

(5) Dalam persidangan, Hakim, 

Panitera/Panitera Pengganti, 

Penuntut, dan Penasehat Hukum 

menggunakan atribut masing-

masing 

 

 

Proses pembuktian ini berdasar pada alat bukti pada pasal 184 KUHAP 

dimana terdiri dari; Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, 

Keterangan terdakwa. Maka berikut penjelasan proses keterangan saksi dan ahli 

ditentukan dalam pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP) bahwa pertama kali yang didengar yakni saksi korban (korban yang 

menjadi saksi). Kemungkinan dalam urutan pada pemeriksaan saksi diserahkan 

kepada pertimbangan hakim setelah mendengar  penuntut umum, terdakwa, dan 

penasehat hukum50.  

Pada putusan nomor 192/Pid.B/2020/PN Smg, selain melakukan 

pemeriksaan berdasarkan dalam Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana, karena keadaan tertentu, dilaksanakan mekanisme pelaksanaan 

pemeriksaan saksi yang termuat dalam dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 

12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi 

dan Persidangan Perkara Pidana secara Elektronik.  

Mengenai tata cara pemeriksaan saksi persidangan secara elektronik 

                                                             
50 Andi Hamzah, 2016, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta; Sinar Grafika, hlm 242.  
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dalam Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2020 tentang 

Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana secara Elektronik tetap 

berdasarkan pada Hukum Acara Pidana, berikut adalah penjelasannya sesuai 

dengan isi putusan nomor 192/Pid.B/2020/PN Smg: 

Pasal 11 Penjelasan 

Ayat (1)  

“Tata cara pemeriksaan saksi dan 

atau ahli dilakukan berdasarkan 

ketentuan hukum acara.” 

Kaitannya dengan putusan nomor 

192/Pid.B/2020/PN Smg tata cara 

pemeriksaan saksi dan ahli sudah 

terlaksana sesuai ketentuan Hukum 

acara yakni pasal 160 KUHAP51 

Ayat (2)  

“Pemeriksaan saksi dan atau ahli 

dilakukan dalam ruang sidang 

pengadilan meskipun persidangan 

Kaitannya dengan ayat (2) 

pemeriksaan saksi dan atau ahli yang 

bersedia dan telah melakukan 

protokol kesehatan dengan 

                                                             
51 Pasal 160 ayat (1): 

a. Saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang 

sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau 
penasihat hukum. 

b. Yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi. 

c. Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang 

tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum 

atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua 

sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut. 

Pasal 160 ayat (2): 

Hakim ketua sidang menanyakan kepada saksi keterangan tentang nama lengkap, tempat lahir, umur 

atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan, selanjutnya apakah 

ia kenal terdakwa sebelum terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan serta apakah 

ia  berkeluarga sedarah atau semenda dan sampai derajat keberapa dengan terdakwa, atau apakah ia 
suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau terikat hubungan kerja dengannya. 

Pasal 160 ayat (3): 

Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya 

masing - masing, bahwa ia akan memberi keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang 

sebenarnya. 

Pasal 160 ayat (4): 

Jika pengadilan menganggap perlu, seorang saksi atau ahli wajib bersumpah atau berjanji sesudah 

saksi atau ahli itu selesai memberi keterangan. 
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dilakukan secara elektronik.” menggunakan masker dan mencuci 

tangan, serta saat di ruang 

persidangan tetap menerapkan jaga 

jarak (social distancing). Kaitannya 

dengan putusan nomor 

192/Pid.B/2020/PN Smg pemeriksaan 

saksi dan atau ahli dilakukan pada 

ruang persidangan Pengadilan Negeri 

kota Semarang.  

Ayat (3) 

“Dalam keadaan tertentu Hakim 

atau majelis hakim dapat 

menetapkan pemeriksaan yang 

dilakukan terhadap saksi dan atau 

ahli yang berada di :  

a. kantor penuntut umum dalam 

daerah hukumnya  

b. pengadilan tempat saksi dan 

atau ahli berada apabila saksi 

dan atau ahli berada di dalam 

dan di luar daerah hukum 

pengadilan yang 

menyidangkan perkara  

c. kedutaan atau konsulat 

jenderal Republik Indonesia 

atas persetujuan atau 

rekomendasi menteri luar 

negeri dalam aksi dan atau 

ahli berada di luar negeri 

atau di tempat lain yang 

tentukan oleh Hakim/majelis 

hakim.” 

Penjelasan ayat (3) yakni bagi saksi/ 

ahli  yang tidak bersedia untuk hadir 

di ruang persidangan maka hakim dan 

majelis hakim mempersilahkan 

pemeriksaan dilakukan melalui ketiga 

opsi yang terdapat pada ayat (3) 

tersebut, (kantor penuntut umum, 

pengadilan tempat saksi dan atau ahli 

berada, dan Kedutaan RI apabila saksi 

sedang berada di luar negeri).    

Ayat (4) 

“Dalam hal pemeriksaan saksi dan 

atau ahli dilakukan sebagaimana 

dimaksud pada ayat 3 huruf b ketua 

pengadilan tempat saksi dan atau 

ahli yang didengar keterangannya 

menyediakan fasilitas persidangan 

Ayat (4) menjelaskan apabila saksi 

dan atau ahli berada di luar wilayah 

daerah hukum pengadilan yang 

menyidangkan perkara tersebut, atau 

berada diwilayah hukum dimana saksi 

dan ahli berada.  
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secara elektronik serta menunjuk 1 

orang Hakim dan 1 orang panitera 

atau panitera pengganti tanpa 

menggunakan atribut persidangan 

untuk mengawasi ketertiban 

jalannya pemeriksaan saksi dan atau 

ahli.” 

Ayat (5) 

“Dalam hal pemeriksaan saksi dan 

atau ahli dilakukan sebagaimana 

dimaksud pada ayat 3 huruf C, 

kedutaan atau konsulat jenderal 

republik Indonesia menyediakan 

fasilitas persidangan secara 

elektronik dan menunjuk 1 orang 

pegawai kedutaan untuk mengawasi 

ketertiban jalannya pemeriksaan 

saksi dan atau ahli.” 

Penjelasan ayat (5) hanya berlaku bagi 

saksi dan atau ahli yang sedang berada 

di luar negeri. 

Ayat (6) 

“Sebelum pemeriksaan saksi dan 

atau ahli sebagaimana dimaksud 

pada ayat 3, pihak yang 

menghadirkan saksi dan atau ahli 

memberitahukan atau mengirimkan 

kepada panitera atau Panitia 

pengganti berupa: 

a. jumlah saksi dan atau jumlah 

ahli yang akan dihadirkan 

b. akun tempat saksi dan atau ahli 

diperiksa yang terdapat yang 

dapat terhubung dengan 

aplikasi pelaksanaan sidang dan 

c. dokumen lain yang 

dibutuhkan.” 

Penjelasan mengenai ayat (6) dan 

kaitanya dengan putusan nomor 

192/Pid.B/2020/PN Smg adalah pihak 

yang menghadirkan saksi dan atau 

ahli yakni Kejaksaan Kota Semarang, 

mengirimkan kepada panitera atau 

panitera pengganti Pengadilan Negeri 

Kota Semarang yakni berupa jumlah 

saksi dan atau saksi yang dihadirkan 3 

(tiga) yakni sebagai berikut : 

1. M. Suprihartini bin Tamsir 

(saksi korban) 

2. Susmianto bin Kasmijan (saksi) 

3. Bambang Susilo bin Suwarjo 

(penyidik) 

 

  

Ayat (7) 

“Pemeriksaan saksi dan atau ahli 

sebagaimana dimaksud pada ayat 3 

Penjelasan ayat (7) mengenai 

pemeriksaan saksi dan atau ahli tetap 

dilakukan oleh hakim melalui ruang 
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dilakukan oleh  Hakim atau majelis 

hakim  dari ruang sidang pengadilan 

yang mengadili perkara tersebut.” 

sidang pengadilan yang mengadili 

perkara tersebut.  

 

Dalam proses pembuktian berdasar alat bukti yang sah tindak pidana 

pencurian putusan nomor 192/Pid.B/2020/PN Smg, penulis menemukan barang 

bukti pada salinan putusan tersebut yakni sebagai berikut52: 

a. Uang tunai sisa hasil penjualan kalung sejumlah Rp. 500.000 (lima 

ratus ribu rupiah); 

b. 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) kalung emas (santa kait per) 

7,030 gram, tertanggal 07 Agustus 2019, dari Toko Mas Gajah Jl. 

KH. Wahid Hasyim 40-54 Semarang; 

c. 1(satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) merk Honda Blade 

nopol H- 2160-PM, warna Orange beserta kunci kontaknya; 

d. 1(satu) buah jaket jumper warna abu-abu; 

e. 1 (satu) buah kaos oblong warna merah dan 

f. 1 (satu) buah helm warna hitam 

Proses pembuktian terkait dengan barang bukti dalam putusan nomor 

192/Pid.B/2020/PN Smg, didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 14 Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan 

Perkara Pidana secara Elektronik, tentang pemeriksaan barang bukti maka 

berikut pasal dan penjelasannya: 

                                                             
52   Lihat pada Putusan Nomor 192/Pid.B/2020/PN Smg 
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Pasal 14 Penjelasan 

Ayat (1)  

“Dalam hal sidang dilaksanakan 

secara elektronik yang 

pelimpahannya dilakukan secara 

elektronik, barang bukti yang akan 

diperiksa tetap berada di kantor 

Penuntut.” 

Dalam putusan nomor 

192/Pid.B/2020/PN Smg, barang 

bukti tersimpan di kantor 

Kejaksaan Kota Semarang. 

Ayat (2) 

“Penuntut memperlihatkan barang 

bukti tersebut kepada 

hakim/Majelis Hakim secara 

elektronik.” 

Barang bukti pada putusan nomor 

192/Pid.B/2020/PN Smg 

diperlihatkan secara elektronik 

oleh Penuntut Umum melalui 

layanan video conference  

Ayat (3)  

“Dalam hal barang bukti tersebut 

berupa dokumen cetak, 

hakim/majelis hakim mencocokan 

dokumen hasil pindai yang 

terdapat dalam berkas perkara 

dengan dokumen asli yang 

diperlihatkan oleh Penuntut secara 

elektronik.” 

Dalam putusan nomor 

192/Pid.B/2020/PN Smg tidak 

terdapat barang bukti berupa 

dokumen cetak.  

Ayat (4)  

“Dalam hal barang bukti tersebut 

berupa bukan dokumen cetak, 

barang bukti dapat difoto atau 

divideokan dan dikirim ke alamat 

pos-el Pengadilan dalam 

persidangan sebelum diajukan 

sebagai barang bukti.” 

 

Dalam putusan nomor 

192/Pid.B/2020/PN Smg barang 

bukti berupa bukan dokumen cetak 

yakni;  

1. Uang tunai sisa hasil 

penjualan kalung sejumlah 

Rp. 500.000 (lima ratus ribu 

rupiah); 

2.  1 (satu) lembar nota 

pembelian 1 (satu) kalung 

emas (santa kait per) 7,030 
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gram,  

3. 1(satu) unit kendaraan 

bermotor roda 2 (dua) merk 

Honda Blade nopol H- 2160-

PM, warna Orange beserta 

kunci kontaknya;  

4. 1(satu) buah jaket jumper 

warna abu-abu;  

5. 1 (satu) buah kaos oblong 

warna merah dan  

6. 1 (satu) buah helm warna 

hitam 

Barang bukti tersebut diatas 

didokumentasikan baik melalui foto 

dan/atau video dan dikirim melalui 

pos-el Pengadilan negeri Semarang 

sebelum persidangan 

Ayat (5)  

“Dalam hal terdakwa mengajukan 

barang bukti yang meringankan, 

baik berupa dokumen cetak 

maupun dokumen bukan cetak, 

barang bukti tersebut diperlakukan 

sama dengan barang bukti 

sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) dan ayat (4)” 

Dalam putusan nomor 

192/Pid.B/2020/PN Smg terdakwa 

tidak mengajukan barang bukti yang 

meringankan baik berupa dokumen 

cetak dan dokumen bukan cetak. 

Ayat (6)  

“Hakim atau Majelis Hakim 

mencocokan barang bukti yang 

dikirim sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) dan ayat (4) dengan 

aslinya secara elektronik.”       

 

Dalam putusan nomor 

192/Pid.B/2020/PN Smg majelis 

hakim telah melakukan pencocokan 

barang bukti yang dikirim secara 

pos-el sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) dan ayat (4) dengan aslinya 

secara secara langsung guna 

mendukung keyakinan hakim atas 

Barang bukti yang ada. 
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Pada penelitian ini dalam Putusan Nomor 192/Pid.B/2020/PN Smg, 

terdakwa Yayan Widi Harjono bin Soekaryono ditahan dengan jenis penahanan 

Rutan oleh53: 

1. Nomor 192/Pid.B/ 2020/PN Smg tanggal 1 April 2020 tentang 

Penunjukan Majelis Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai 

dengan tanggal 11 Februari 2020; 

2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Februari 2020 

sampai dengan tanggal 22 Maret 2020; 

3. Penuntut sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 07 

April 2020; 

4. Hakim PN sejak tanggal 01 April 2020 sampai dengan tanggal 30 

April 2020; 

5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 1 

Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020; 

 

Saat majelis hakim menetapkan tanggal persidangan melalui penetapan 

majelis hakim nomor 192/Pid.B/2020/PN Smg tanggal 2 April tahun 2020, 

untuk proses persidangan pada Putusan Nomor 192/Pid.B/2020/PN Smg yang 

dilaksanakan secara elektronik (online), terdakwa mengikuti proses tersebut dari 

Rutan. Dalam proses persidangan tersebut, terdakwa Yayan Widi Harjono bin 

Soekaryono  tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun majelis hakim 

telah mengingatkan hak-hak yang dapat diperoleh terdakwa tersebut.  Menurut 

bapak Yogi Arsono terkait dengan terdakwa yang menjalani proses persidangan 

secara elektronik (online) yakni sebagai berikut54: 

                                                             
53  Lihat Putusan Nomor 192/Pid.B/2020/PN Smg 
54 Wawancara dengan Narasumber Penelitian Bapak Yogi Arsono hakim di Pengadilan Negeri 

Semarang Pada tanggal 28 Januari 2021. 
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“Dalam melaksanakan persidangan tersebut terdakwa yang berada 

dalam Rumah tahanan (Rutan), majelis hakim  harus memastikan 

terdakwa menerima secara jelas segala informasi mengenai tuntutan 

oleh penuntut umum, keterangan saksi-saksi maupun saksi ahli, dan 

putusan yang diberikan oleh majelis hakim, serta dalam terdakwa 

memberikan keterangan tidak dalam keadaan yang tertekan, meskipun 

tetap dijaga oleh sipir dalam Rutan. Maka dari itu setiap peserta 

persidangan yang dilaksanakan secara elektronik wajib memanfaatkan 

fasilitas elektronik dengan menggunakan video conference.” 
 

Dari pernyataan narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa majelis 

hakim tetap memperhatikan hak-hak terdakwa untuk menerima informasi 

dengan jelas mengenai segala dakwaan penuntut umum dan tuntutannya, 

keterangan saksi baik itu saksi ahli maupun saksi korban dan yang saksi lain dan 

juga terdakwa dapat juga menyampaikan keteranganya yang dalam hal ini 

keterangan terdakwa adalah termasuk salah satu dari alat bukti dalam sistem 

pembuktian tindak pidana, khususnya pada Putusan Nomor 192/Pid.B/2020/PN 

Smg.  

Proses pembuktian alat bukti yang sah dalam pemeriksaan terdakwa diatur 

dalam pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 Tentang 

Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana secara Elektronik yakni sebagai 

berikut55: 

(1) Pemeriksaan terdakwa dilakukan di ruang sidang sesuai dengan 

ketentuan hukum acara. 

(2) Dalam hal pemeriksaan dakwah dilakukan dalam persidangan secara 

elektronik:  

a. Terdakwa yang berada dalam tahanan didengar keterangannya dari 

tempat terdakwa ditahan dengan didampingi atau tidak didampingi 

                                                             
55  Lihat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan 

Perkara Pidana secara Elektronik   
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oleh penasehat hukum 

b. Terdakwa yang berada dalam tahanan, tetapi tempat terdakwa 

ditahan tidak memiliki fasilitas untuk sidang secara elektronik, 

didengar keterangannya dari kantor penuntut atau apabila terdakwa 

tidak ditahan, didengar keterangannya dari kantor penuntut 

c. Apabila terdakwa tidak ditahan, didengar keterangannya di 

pengadilan, kantor penuntut, atau tempat lain yang ditentukan oleh  

hakim/majelis hakim melalui penetapan.  

(3) Pemeriksaan terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf C, 

ketua atau kepala Pengadilan tempat terdakwa didengar keterangannya 

menyediakan fasilitas persidangan secara elektronik serta menunjuk 1 

orang Hakim dan 1 orang panitera atau panitera pengganti tanpa 

menggunakan atribut persidangan untuk mengawasi ketertiban 

jalannya pemeriksaan terdakwa. 

 

Terkait dengan persiapan Pengadilan Negeri semarang untuk 

melaksanakan persidangan secara elektronik (online), maka dibutuhkan kerja 

sama yang dari lembaga-lembaga selain lembaga pengadilan negeri, yakni 

lembaga kejaksaan di Kota Semarang, lembaga rumah tahanan dan lembaga 

kepolisian di sektor dimana terdakwa dilaporkan. Menurut pendapat narasumber 

kami, bapak Yogi Arsono terkait hal tersebut yakni56; 

“Dalam proses persidangan online Pengadilan Negeri semarang melakukan kerja 

sama yang sinergis dengan lembaga-lembaga lain seperti kejaksaan, kepolisian, 

rutan/lapas, sebelum diselenggarakannya persidangan secara elektronik (online).” 

C. Hambatan yang Ditemui Hakim dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana 

Pencurian yang Dilaksanakan melalui Persidangan secara Online di 

Pengadilan Negeri Semarang 

                                                             
56 Wawancara dengan Narasumber Penelitian Bp. Yogi Arsono hakim di Pengadilan Negeri Semarang 

Pada tanggal 28 Januari 2021. 
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Hambatan dalam proses pembuktian tindak pidana pencurian yang 

dilaksanakan melalui persidangan secara online terkait putusan nomor 

192/Pid.B/2020/PN Smg tentu ada, melalui pernyataan hakim Yogi Arsono, 

perwakilan hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang untuk 

menjadi narasumber dalam penulis melakukan penelitian, yakni sebagai 

berikut57:   

“Hambatan persidangan secara elektronik (online) terutama adalah 

hambatan sinyal jaringan, tetapi hal ini tidak menjadi masalah yang cukup 

berarti. Dalam hal ini hambatan dapat ditanggulangi dengan melakukan 

pengulangan jika terjadi hilang koneksi pada saat pembacaan dakwaan dan 

tuntutan penuntut umum, keterangan saksi dan atau saksi ahli, menunjukan 

barang bukti melalui video conference, ketika terdakwa harus memberikan 

keterangannya, dan putusan yang diberikan hakim dalam persidangan. Jadi 

antara peserta persidangan itu saling tersambung dan majelis hakim juga 

memastikan peserta persidangan mengetahui jalan proses persidangan, 

terutama terdakwa harus mengetahuinya”. 

 

Hambatan persidangan elektronik yang terjadi pada putusan nomor 

192/Pid.B/2020/PN Smg merupakan salah satu dari beberapa hambatan teknis 

serupa dalam persidangan secara elektronik yakni masalah jaringan. Hambatan 

dalam persidangan elektronik yakni masalah jaringan, menurut temuan 

Ombudsman yang termuat dalam Info Singkat DPR RI, keterbatasan ruang 

sidang yang memiliki teleconference, jaringan internet yang tidak stabil dapat 

menimbulkan proses persidangan secara elektronik tertunda cukup lama58. 

Hambatan teknis permasalahan jaringan dapat diselesaikan dengan berpedoman 

                                                             
57  Wawancara dengan Narasumber Penelitian Bp. Yogi Arsono Hakim di Pengadilan Negeri 

Semarang pada tanggal 28 Januari 2021. 
58  Dian Cahyaningrum, 2020, “Persidangan Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid-19”, Info 

Singkat, Vol. XII Nomor 14, Jakarta, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, hlm. 5.  
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pada Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2020 tentang 

administrasi dan persidangan perkara pidana secara elektronik yakni59: 

(1) Dalam hal terdapat hambatan karena gangguan teknologi yang 

dipergunakan pada saat sidang berlangsung, demi hukum sidang 

diskors dan akan dibuka kembali setelah gangguan berakhir. 

(2) Dalam hal gangguan teknologi tidak berakhir selama 60 (enam puluh 

menit, demi hukum sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali 

sesuai dengan jadwal sidang (court calendar) yang telah ditetapkan 

yang termuat dalam Sistem Informasi Pengadilan. 

    

Hambatan dalam kaitannya dengan putusan nomor 192/Pid.B/2020/PN 

Smg yang terkait dengan persidangan secara elektronik, maka dapat diselesaikan 

dengan berpedoman Pasal 17  Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2020 

tentang administrasi dan persidangan perkara pidana secara elektronik tersebut di 

atas. 

                                                             
59  Lihat Perma No. 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana secara 

Elektronik  
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